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                                                                   BAB I
A. LATAR BELAKANG
Dalam  rangka penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah terhadap dinamika kebijakan nasional, kondisi perekonomian daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

      DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan ini disusun dengan maksud untuk melakukan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan serta analisis dan evaluasi terhadap rancangan peraturan kepala daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
                                                                 BAB II
                                     OBJEK PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
Objek pemantauan dan peninjauan adalah rancangan peraturan kepala daerah tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
                                                              BAB III
                             HASIL PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN EVALUASI
A. Kesesuaian  peraturan perundang-undangan
Berdasarkan hasil pemnatuan dan peninjauan ranperbup telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah, perangkat daerah dan penyelenggaraan rumah sakit serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
B. Evaluasi substansi pengaturan 
Substansi perubahan RKPD telah memuat penyesuaian prioritas Pembangunan, program dan kegiatan perangkat daerah serta indikator kinerja daerah yang diselaraskan dengan kebijakan nasional dan kondisi aktual daerah
C. Evaluasi teknis
Secara teknis, perubahan RKPD dapat dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah sebagai pedoman penyusunan perubahan RKA dan APBD TA 2025.

                                                   BAB IV 
                              KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN 
Rancangan peraturan kepala daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dilanjutkan dalam tahap penetapan.

B. REKOMENDASI
1. Menetapkan peraturan kepala daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025  sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan sosialisasi dan pengendalian pelaksanaan RKPD perubahan kepada seluruh PD.
BAB V
                                      PENUTUP
Laporan hasil pemantauan dan evaluasi ini disusun sebagai dokumen pendukung peraturan kepala daerah Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan sebagai bagian dasar pelaksanaan fungsi pembinaan hukum daerah.


